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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli 

dalam mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di 

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2012 sudah sesuai dengan 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah yaitu seluruh responden melakukan 

peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di hadapan 

PPAT, dengan alasan : 

a. Menjamin kepastian hukum; 

b. Agar dapat di daftarkan di Kantor Pertanahan; 

c. Agar aman. 

2. Pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah  

karena jual beli di Kabupaten Toraja Utara  pada tahun 2012  

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun  

1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri  

Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  

Tanah. Selain itu proses dan syarat yang dilakukan sudah  

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar 

Pelayanan dan Pengaturan pertanahan. Hal tersebut terlihat 

dari seluruh responden yang melakukan pendaftaran  peralihan 

Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan. 

Dengan kata lain salah satu tujuan Pendaftaran Tanah yaitu 

mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan telah tercapai.                
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B. Saran-saran  

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 

a. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan lebih sering 

mengadakan sosialisasi tentang peralihan hak milik atas 

tanah karena jual beli di Kabupaten Toraja Utara. 

b. Pemerintah Kelurahan Malango, Rantepao, Tallunglipu dan 

Buntu Tallunglipu diharapakan membantu memberikan 

informasi dalam pelakasanaan peralihan hak milik atas tanah 

karena jual beli baik dalam syarat maupun presedurnya 

supaya masyarakat dapat memahami lebih jelas mengenai 

hal tersebut. 

2. Masyarakat khususnya pemegang hak milik atas tanah di 

Kabupaten Toraja Utara yang akan mengalihkan Hak Milik 

atas tanahnya agar bertanya ke Kantor Pertanahan Kabupaten 

Toraja Utara. 
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